DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-
Undang (Legisprudence) Vol.1. Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group.

Achmad Ruslan. 2023. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo
Persada.

Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT.
RajaGrafindo.

Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Aminuddin limar. 2020. Metode Kajian IImu Hukum. Makassar: Phinatama
Media.

Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia.
Jakarta: Pradnya Paramita.

. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua
Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

. 2008. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara
Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana
Indonesia. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

Barda Nawawi Arief. 2000. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.

. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra
Aditya Bakti.

. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.

. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta:
Kencana Media Group.

329



2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group.

. 2011. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang:
Badan Penerbit Magister.

. 2014. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar
Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister.

2014. Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana
Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana). Semarang:
Badan Penerbit UNDIP.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. Teori
Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.
Yogyakarta: Genta Publishing.

Daniel W. Van Ness. 2003. “Creating restorative systems”. Dalam
Restorative Justice and the Law. Edited by Lode Walgrave.
Oregon: Willan Publishing.

Darji Darmodiharjo dan Sidarta. 2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa
dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan
Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Gadjah Mada Press.

Dwidja Priyanto. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.
Bandung: PT. Rafika Aditama.

Eva Achjani Zulfa. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung:
Lubuk Agung.

Fajar Sugianto. 2013. Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-
ekonomian Tentang Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Friedman, Lawrence M. 2019. SISTEM HUKUM: Perspektif IImu Sosial.
(Terjemahan M. Khozim). Bandung: Nusa Media.

Gustav Radbruch. 1961. Einfuehrung in Die Rechtswissenschatft.
Stugggart: Koehler Verlag.

330



H. Riduan Syahrani. 2013. Rangkuman Intisari Hukum Edisi Revisi.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

H.L.A. Hart. 1977. Konsep Hukum Cetakan Kelima. (Terjemahan M.
Khozim). Bandung: Nusa Media.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2004. Teori Hukum: Mengingat,
Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: PT. Refika
Aditama.

Hafrida dan Usman. 2024. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam
Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

Hanafi Amrani. 2019. Politik Pembaruan Hukum Pidana. Yogyakarta: Ull
Press.

Hartanti Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Henry Campbell Black. 1979. Black’s Law Dictionary. St. Paul, Minn.: West
Publishing CO.

Henry T. Simarmata. 2008. Negara Kesejahteraan dan Globalisasi:
Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman.
Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.

Herbert L. Packer. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California:
Stamford University Press.

| Made Widnyana. 2013. Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum
Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska.

Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2021. Penelitian Hukum Pilihan Metode &
Praktik Penulisan Artikel. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana
Media.

JJ.H. Bruggink. 2015. Refleksi Tentang Hukum. (Terjemahan Arief
Sidharta). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

J.M. van Bemmelen. 1984. Hukum Pidana 1 Hukum Pidana materieal
bagian umum. (Terjemahan Hasnan). Bandung: Binacipta.

Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal
Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda
dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
(Terjemahan Tristam P. Moeliono). Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.

John Kenedi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem
Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

331



John Stuart Mill. 1962. Utilitarianism on Liberty Essay on Bentham,
Together With Selected Writings of Jeremy Bentham and John
Austin. The World Publishing Company Cleveland and New
York.

Johnny Ibrahim. 2008. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Bayu Media Publishing.

L.J. van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keduapuluh sembilan.
(Terjemahan Oetarid Sadino). Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar
Grafika.

. 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar
Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Bina limu.

. 2015. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia. PT. Alumni.

M. Natsir Asnawi. 2014. Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: Ull
Press.

Maria G.S. Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji. 2015. Economic
Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan. Jakarta: Diadit
Media.

Miftakhul Huda. 2011. Kamus Hukum: Ratio Decidendi. Majalah Konstitusi
Edisi Januari 2011. Jakarta.

Montesquieu. 1977. The Spirit of Laws: Dasar-Dasar IImu Hukum dan limu
Politik, Cetakan Ketujuh. (Terjemahan M. Khoirul Anam).
Bandung: Nusa Media.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.
Bandung: Alumni.

Munir Fuady. 2010. Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Musakkir. 2013. Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana
Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum.
Yogyakarta: Rangkang Education.

Nina Rosenstand. 2005. The Moral of The Story: An Introduction to Ethic.
New York: McGrawHiill.

332



Notohamidjojo. 1975. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: BPK
Gunung Mulia.

P.A.LF. Lamintang. 1987. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan
Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Bandung: Sinar Baru.

Paul K. Edwards dan Tony Elger. 2013. The Global Economy, National
States and The Regulation of Labor. New York: Routledge.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Edisi Revisi Cetakan ke-
12. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Posner, Richard A. 2007. Economic Analysis of Law, Seventh Edition. New
York: Aspen Publishers.

Romli Atmasasmita. 2010. Globalisasi dan Kejahatan Bisnis Cetakan ke-1.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Roscoe Pound. 1978. An Introduce to The Philosophy of Law. Yale
University Press.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada.

Satjipto Rahardjo. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: PT.
Kompas Media Nusantara.

. 2012. llmu Hukum, Cetakan Ketujuh. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sofjan Sastrawidjaja. 1995. Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai
Dengan Alasan Peniadaan Pidana. Bandung: Armico.

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Bandung: Alumni.

Sundari dan Endang Sumiarni. 2015. Politik Hukum & Tata Hukum
Indonesia, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Supanto. 2010. Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana.
Yogyakarta: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar.
Yogyakarta: Liberty.

. 2014. Teori Hukum Edisi Revisi. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka.

333



Tina Asmarawati. 2014. Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di
Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Tony Marshall. 1999. Restorative Justice: An Overview. London: Home
Office Research Development and Statistics Directorate.

Umar Sholehudin. 2011. Hukum & Keadilan Masyarakat. Malang: Setara
Press.

Werner Menski. 2012. Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem
Eropa, Asia dan Afrika. Bandung: Nusa Media.

Yong Ohoitimur. 1997. Teori Etika tentang Hukum Legal. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Tama.

Yuli Indrawati. 2014. Aktualisasi Hukum Keuangan Publik. Bandung:
Mujahid Press.

Disertasi

Abdul Basir. 2021. Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak Wajib
Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada
Pendapatan Negara. Disertasi Fakultas Hukum Universitas
Jayabaya Jakarta.

Fence M. Wantu. 2011. Peran Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian
Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Pidana.
Disertasi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.

Muh. Fauzan Aries. 2020. Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan
Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai
Alat Rekayasa Sosial. Disertasi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar.

Sonata Hakim. 2021. Politik Hukum Legislasi Dalam Perumusan Ketentuan
Pidana Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia.
Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Yoserwan. 2018. Implementasi Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum
Pidana Ekonomi di Indonesia. Disertasi Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang.

334



Jurnal dan Makalah

Adam Prima Mahendra. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jurnal Jurist-Diction Volume 3
Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ahmad Yunus, et.al. 2025. Analisis Tindak Pidana Cukai Rokok (Perspektif
Hukum Pidana Ekonomi dan Kriminologi). Jurnal Politika
Progresif Volume 2 Nomor 3. Lembaga Pengembangan Kinerja
Dosen.

Bambang Waluyo. 2015. Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam
Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jurnal Hasanuddin Law
Review (HALREV). Vol. 1 Issue 2, Agustus 2015. Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Barda Nawawi Arief. 2006. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa/
Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan. Jurnal
Law Reform. Volume 2 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro.

Bendito Menezes dan Indrawati. 2018. Penerapan Asas Ultimum
Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai.
Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 9 No. 1, Juni 2018. Fakultas
Universitas Merdeka Malang.

Dyajeng Ayu Musdalifah, et.al. 2024. Dehumanisasi Penerapan Hukum
Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht)
Berdasarkan Teori Social Engineering, Jurnal Book Chapter
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3, Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang.

Elwi Danil. 2020. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak
Pidana Administrasi. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi Volume
1 No 1, Oktober 2020.

Gregorius Widiartana. 2017. Paradigma Keadilan Restoratif Dalam
Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum
Pidana. Jurnal Hukum Justitia Et Pax. Volume 33 Nomor 1.

Hamidah Abdurrachman et.al. 2021. Application of Ultimum Remedium
Principles in Progressive Law Perspective. International Journal
of Criminology and Sociology. Volume 10 Tahun 2021.

Harifin A. Tumpa. 2015. Penerapan Konsep Rechsvinding dan
Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara.

335



Jurnal Hasanuddin Law Review (HALREV). Volume 1 Issue 2,
Agustus 2015. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Indra Rahmatullah. 2021. Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan
Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia. Jurnal ADALAH:
Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 4 Tahun 2021.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Indriyanto Seno Adji. 2016. “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”.
Makalah disampaikan sebagai pembicara pada Focus Group
Discussion (FGD) dengan tema “Pembangunan Hukum Nasional
Yang Mengarah Pada Pendekatan Restorative Justice Dengan
indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat”, di
Gedung BPHN Cililitan Jakarta Timur tanggal 01 Desember
2016.

Jeremy Warldron. 1992. Lex Talionis. Jurnal Arizona Law Review Vol. 34.
HeinOnline.

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. 2021. Urgensi Tujuan
Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan
Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia. Volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.

Oman Sukmana. 2016. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan
(Welfare State). Jurnal Sospol. Volume 2 Nomor 1 (Juli-
Desember 2016).

Sheila Maulida Fitri. 2020. Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam
Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal de Jure. Volume 2
Nomor 1, Desember 2020. Fakultas Hukum Universitas Khairun.

Steven D. Levitt. 1997. Incentive Compatibility Constraints as an
Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines.
International Review of Law and Economics. Volume 17 Juni
1997.

Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita. 2015.
Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum
Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. Jurnal
Konstitusi. Volume 12 Nomor 4 Desember 2015.

V. Hadiyono. 2020. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare
State dan Tantangannya. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan.
Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2020). Unika Soegijapranata.

336



Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 tentang
Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk

337



Kepentingan Penerimaan Negara. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6902.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022
tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1456.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023
tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran
Sanksi Administratif Berupa Denda dalam rangka Penghentian
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan
Penerimaan Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1120.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 872.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
947.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020
tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan
Peradilan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1708
K/Pid.Sus/2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/Pid/2013/PT Smg.
Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Wnsb.

Excise Act 1976 (Malaysia, Act 176, as amended by Excise (Amendment)
Act 2020

Excise Tax Act, B.E. 2560 (2017) (Thailand) Government Gazette Vol 134
Part 32A, 20 March 2017

338



Excise Act 1901 (Cth) (Australia) (compilation C2021C00593, 8 December
2021.

Sumber Internet

Australian Taxation Office. 2023. https://www.ato.gov.au/Business/Excise-
equivalent-goods-(imports)/How-excise-equivalent-goods-work/.
Diakses pada Senin tanggal 19 Juni 2023.

Britannica Encyclopedia. 2015. “Welfare State”. https://britannica.com/
money/topic/welfare-state. Diakses pada Kamis tanggal 1 Juni
2023.

Dadang. 2022. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. https://stih-
painan.ac.id/2022/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-
baik/. Diakses pada Senin tanggal 26 Juni 2023.

Kementerian Kesehatan RI. 2018. “Jokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok
Tambal Defisit BPJS Kesehatan”. https://p2ptm.kemkes.go.id/
tag/jokowi-keluarkan-aturan-cukai-rokok-tambal-defisit-bpjs-
kesehatan. Diakses pada Senin tanggal 5 Juni 2023.

Kementerian Hukum dan HAM. 2022. “3 Alasan Penting Perlunya
Pembaharuan KUHP”. https://www.kemenkumham.go.id/berita-
utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp. Diakses
pada Senin tanggal 5 Juni 2023.

Kompas. 2019. “Pemerintah Ingin Ubah Citra Cukai sebagai Pajak Dosa”.
https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/21/pemerintah-
ingin-ubah-citra-cukai-sebagai-pajak-dosa/. Diakses pada Jumat
tanggal 12 Mei 2023.

Kontan. 2023. “Lampaui Target, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2022
Capai Rp 317,8 Triliun”. https://nasional.kontan.co.id/news/
lampaui-target-penerimaan-kepabenan-dan-cukai-2022-capai-
rp-3178-triliun. Diakses pada Senin tanggal 5 Juni 2023.

Prabu Bathara Kresno. 2019. “Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di
Indonesia’. https://www.indonesiana.id/read/127150/
implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia. Diakses
pada Senin tanggal 26 Juni 2023.

Royal Malaysian Customs Department. 2023. http://www.customs.gov.my/
en/fag/Pages/faq_exs.aspx. Diakses pada Senin tanggal 19 Juni
2023.

339


https://stih-painan.ac.id/2022/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik/
https://stih-painan.ac.id/2022/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik/
https://stih-painan.ac.id/2022/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik/

The Excise Department Thailand. 2023. https://webdev.excise.go.th/aec-
law/en/excise-en-thailand.php. Diakses pada Senin tanggal 19
Juni 2023.

340



